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Abstract

Islamic inheritance law is a part of Islamic law, based on the Qur’an and the commands of the
Prophet Muhammad (peace be upon him). The mujtahids interpret these sources according to
their own reasoning. In the pre-Islamic Jahiliyyah inheritance system, children and women
were not granted inheritance rights. They did not receive spoils of war because they were
considered weak and incapable of fighting. Inheritance was distributed only to adult male
children, family members of the deceased, and even individuals who were not family members
due to adoption or agreements. This is what distinguishes the Islamic inheritance system from
the Jahiliyyah system, in accordance with Allah’s command, which grants property rights to
family members. Therefore, it is important to understand and study Aristotle’s theory of
distributive, corrective, and commutative justice. This research method is based on an
analytical and constructive approach to the principle of proportional equality and the principle
of balanced justice. The distribution of rights that should be granted to a person based on their
obligations and abilities is known as proportional equality. Meanwhile, the principle of
balanced justice in Islamic inheritance law regulates how inheritance is distributed between
men and women.
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I. PENDAHULUAN

"Warista yaristu irstan miiraatsan" dalam bahasa Arab adalah mashdar (infinitive). Dalam
bahasa, artinya adalah transfer barang dari satu orang ke orang lain atau dari pewaris ke ahli waris.
Penjelasan ini dalam arti bahasa tidak terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan harta; itu
mencakup baik harta benda maupun non-harta benda. Dalil-dalil dalam al-Qur'an menawarkan banyak
penjelasan tentang warisan, seperti halnya hadits Rasulullah saw.

Pengertian al-miirats berdasarkan istilah yang dimaksud oleh jumhur ulama yaitu proses yang
dilakukan dalam rangka peralihan hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya
yang masih hidup, seperti peninggalan berupa harta, tanah, uang atau apapun yang berbentuk hak
milik menurut hukum syara’ (Ash-Shabuni, 2004).

Menurut Muhammad Ali Ash-Shabuni, kata "waritsa-yaritsu- iritsan-miratsan" adalah bentuk
infinitif dari kata Arab "waris" atau "al-miirats". "Berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang
lain atau dari suatu kaum kepada kaum lain" adalah definisi dari kalimat tersebut. Waris adalah
bentuk jamak dari "harta peninggalan orang meninggal yang akan dibagikan kepada ahli warisnya".
Menurut Wahbah Al-Zuhaili, waris atau warisan (mirats) sama dengan makna tirkah, yaitu segala
sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia, baik itu hak-hak materi atau non-materi
atau harta benda (Sudirman, 2009).

Dalam hukum Islam, ada aturan yang mengatur cara perpindahan harta seorang individu yang
meninggal dunia kepada ahli warisnya. Sistem yang terbaik menurut hukum syara' menetapkan hak
kepemilikan harta bagi setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan, dengan cara yang adil. Selain
itu, hukum Islam mengatur hak untuk mengalihkan harta pewaris kepada kerabat dan ahli warisnya,
tidak peduli apakah mereka laki-laki atau perempuan. Al-Qur'an tidak membedakan hak semua ahli
waris, tetapi mengurai dan menjelaskan ayat-ayat yang berkaitan dengan hak waris. Al-Qur'an dan
hadits mendaftarkan ahli waris berdasarkan nasab: anak, ayah, istri, suami, ibu, paman, kakek, cucu,
dan bahkan saudara laki-laki atau perempuan. Al-Qur'an, hadits-hadits Rasulullah saw, dan ijma’ para
ulama adalah dasar hukum untuk menentukan peralihan hak waris. Ini karena warisan adalah salah
satu jenis pendapat yang diakui Allah swt. Baik bagi individu maupun kelompok masyarakat, harta
berfungsi sebagai tonggak penegakan kehidupan (Ash-Shabuni, 1995).

Mekanisme kewarisan Islam mengatur proses berpindahnya harta warisan dari bapak, ibu, anak
laki-laki dan perempuan, saudara laki-laki, dan saudara perempuan berhak mendapatkan warisan
sesuai dengan ketentuan dalam Islam (Syarifuddin, 2008). Menurut aturan-aturan yang telah
ditetapkan oleh hukum syara', Islam mengajarkan cara-cara yang benar untuk melakukan perang,
dimulai dari penerimaan, penggunaan, dan penghentian. Corak etnik yang dianut oleh berbagai
kelompok masyarakat merupakan bukti kuat dari pengaruh sistem waris Islam. Kebudayaan juga
membentuk nilai, sistem sosial, atau kebiasaan masyarakat, yang membuat komponennya menjadi
budaya atau adat yang kuat. Masyarakat Islam harus terbuka untuk memahami nilai abadi ajaran Islam
dalam berbagai aspek kehidupan.

Namun, yang menarik adalah bahwa pengaruh tatanan adat masyarakat sering digunakan
sebagai standar untuk sistem genetik yang berlaku dalam masyarakat atau kehidupan masyarakat itu
sendiri. Islam mengajarkan bagaimana menentukan proses pewarisan dengan benar sesuai dengan
norma hukum yang diajarkan dengan memulai dengan memperoleh, memiliki rasa keadilan, dan
memanfaatkannya. Namun, yang menarik adalah bahwa pengaruh tatanan adat dalam masyarakat
seringkali digunakan sebagai standar untuk sistem genetik yang diterapkan dalam masyarakat atau
kehidupan masyarakat itu sendiri. Sesuai dengan aturan yang ditentukan oleh hukum syariah, Islam
mengajarkan bagaimana menentukan proses pewarisan dengan benar sesuai dengan norma hukum
yang diajarkan, mulai dari memperoleh, rasa keadilan, dan memanfaatkannya, hingga mengakhirinya.
Corak etnik suatu kelompok masyarakat sangat menunjukkan pengaruhnya terhadap hukum waris
Islam. komponen tersebut. Berdasarkan dari uraian latarbelakang diatas maka rumusan masalah yang
diangkat dalam penelitian ini adalah apakah Dasar hukum pembagian waris secara islam dan
bagaimanakah Konstruksi Keadilan Hukum Kewarisan Islam Terhadap Warisan.

II. METODE PENELITIAN
Penelitian hukum yang dilakukan merupakan jenis penelitian hukum non doktrinal atau empiris
(penelitian sosial hukum), yang menunjukkan bahwa hukum sebagai struktur sosial senantiasa
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berhubungan dengan berbagai variabel sosial lainnya. Karenanya, hukum tidak dapat dipelajari hanya
dengan mengandalkan kumpulan Undang-Undang (hukum di dalam buku) saja, melainkan harus ada
analisis mengenai penerapan hukum dalam praktik (hukum dalam aksi), konteks sejarahnya,
keterkaitannya dengan semangat masyarakat atau bangsa, dan seterusnya.

Hans Kelsen (2007). bahwa aturan dalam perundang-undangan seringkali tidak sejalan dengan
pelaksanaan hukum di lapangan, bahkan bisa saja bertentangan. Penelitian yang tidak bersifat
doktrinal adalah sebuah penelitian yang muncul di area studi empiris dalam konsep jurisprudensi
sosiologis yang banyak melahirkan hasil-hasil hukum yang berlandaskan pada sosiologi hukum.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Dasar hukum pembagian waris secara islam

Pengertian mengenai hukum waris. Vollmar berpendapat bahwa “Hukum waris adalah
perpindahan dari sebuah harta kekayaan seutuhnya, jadi keseluruhan hak-hak dan kewajiban, dari
orang yang mewariskan kepada warisnya” (Vollmar, 1989:373). Pendapat ini hanya difokuskan
kepada pemindahan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli warisnya (Salim, 2008).

Syariat Islam menetapkan aturan untuk pewarisan yang adil, bijak, dan baik. Peraturan yang
mengatur pemindahan harta benda seorang ahli waris yang meninggal dunia kepada ahli waris laki-
laki atau perempuan. Sumber dan dasar utama hukum Islam, yaitu hukum agama (Islam), adalah nash
atau teks yang ditemukan dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi. Hukum-hukum waris tersebut adalah
sumber utama dari hukum Islam adalah sebagai berikut (Muhibbin & Wahid, 2009):

1. Al-Qur'an (Sumber Utama):

a. QS. An-Nisa' ayat 11: Mengatur bagian anak-anak (laki-laki dan perempuan), orang tua,

dan pembagian porsi umum.

b. QS. An-Nisa' ayat 12: Mengatur bagian suami, istri, dan saudara seibu.

c. QS. An-Nisa' ayat 176: Mengatur mengenai kalalah (warisan orang yang meninggal tanpa

ayah dan anak) atau ahli waris saudara.

d. QS. An-Nisa' ayat 7: Menegaskan hak waris bagi laki-laki dan perempuan.

2. Hadis Nabi Muhammad SAW: Menjelaskan secara rinci rincian yang belum termuat dalam Al-
Qur'an, seperti sabda "Berikanlah harta warisan kepada yang berhak, dan sisanya untuk laki-laki
yang terdekat" (Tirmidzi, 2005).

3. Ijtihad Ulama: Ijma' (kesepakatan ulama) dan Qiyas (analogi) untuk kasus-kasus waris modern
yang tidak diatur secara eksplisit dalam nash (Basyir, 2004).

4. Dasar Hukum Positif di Indonesia:

Kompilasi Hukum Islam (KHI): Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, Pasal 171-214 mengatur
kewarisan secara lengkap (Doi, 2002).

5. Asas-Asas Waris Islam:

Perkataan asas berasal dari bahasa Arab, asasun, artinya: dasar, basis, pondasi Kalau
dihubungkan dengan sistem berpikir, yang dimaksud dengan asas adalah landasan berpikir yang
sangat mendasar Oleh karena itu, di dalam bahasa Indonesia, asas mempunyai arti (I) dasar
(sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat) (2) dasar cita-cita (perkumpulan atau
organisasi) (3) hukum dasar (Departemen Pendidikan Nasional, 2005). Sedangkan asas menurut
Kamus Umum Bahasa Indonesia mempunyai beberapa arti, diantaranya adalah kebenaran yang
menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat (Wicaksono, 2011).

a. Asas Ijbari (Kepastian): Peralihan harta terjadi otomatis menurut ketetapan Allah, tanpa

bergantung kehendak pewaris/ahli waris.

b. Asas Keadilan Berimbang: Pembagian disesuaikan dengan tanggung jawab ekonomi

(misal: laki-laki 2:1 perempuan).

c. Asas Individual: Harta dibagi untuk dimiliki masing-masing ahli waris.

d. Asas Kematian: Warisan hanya ada jika ada yang meninggal.

6. Rukun Waris:

Dalam kewarisan Islam, terdapat pokok-pokok dan ketentuan serta aturan yang berkaitan
dengan masalah pewarisan. Aturan tersebut apabila tidak dilaksanakan secara benar, atau ada
yang kurang maka pewarisan tidak akan sempurna dalam pembagiannya. Adapun rukun dalam
kewarisan Islam, yakni (Alperdorn, 1996):
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a. Al-Muwaris: Orang yang meninggal dunia (pewaris).
b. Al-Waris: Orang yang hidup dan berhak menerima warisan.
c. Al-Mauruts (Tirkah): Harta atau hak yang diwariskan

B. Konstruksi Keadilan Hukum Kewarisan Islam Terhadap Warisan

Aristoteles menyatakan bahwa keadilan didasarkan pada kesetaraan, yang berarti bahwa
keadilan bukanlah sesuatu yang sama rata, tetapi sebagai penyesuaian dari kesamaan. Selain itu,
Aristoteles menciptakan beberapa model keadilan, yaitu keadilan distributif, korektif, dan komutatif.
Model ini dilihat dari sudut pandang kesetaraan proporsional, sedangkan model komutatif dilihat dari
sudut pandang kesetaraan jumlah. Dalam persamaan proporsional, hak diberikan sesuai dengan
jumlah hak yang dimiliki setiap orang, sedangkan persamaan numerik memenuhi prinsip persamaan
untuk semua di depan hukum. Aristoteles tidak hanya menjelaskan bentuk keadilan, atau persamaan,
berdasarkan persamaan, tetapi juga menggambarkan keadilan yang diuraikan sebelumnya, yaitu
keadilan atau mekanisme keadilan yang dapat mendukung keadilan. Ini berbeda dari keadilan yang
didasarkan pada prinsip persamaan proporsional, yaitu bagaimana suatu negara atau kelompok
melakukan keadilan (Alperdorn, 1996).

Salah satu nilai ketakwaan seseorang adalah bahwa keadilan harus menjadi bagian dari sikap
mereka sebagai manusia, baik dalam penegakan hukum maupun dalam interaksi sosial. Persamaan di
depan hukum sering disebutkan ketika berbicara tentang keadilan hukum. "Kesamaan di hadapan
hukum" berarti bahwa semua orang harus dilayani dengan adil. Oleh karena itu, keadilan yang sah
tidak dapat dicapai jika hukum tidak diterapkan secara adil; untuk mencapai hal ini, para penegak
hukum harus memiliki kesadaran yang sah (Kementerian Agama, 1996).

Menurut Pasal 852 KUH Perdata, "anak-anak atau keturuan-keturunan, sekalipun dilahirkan
dari berbagai perkawianan, mewarisi harta peninggalan para orang tua mereka tanpa membedakan
jenis kelamin atau kelahiran yang terlebih dahulu" dalam proses pembagian harta warisan di
Indonesia. Dalam analisis keadilan distributif, kata-kata dalam pasal tersebut yang tidak membedakan
jenis kelamin menjadi titik fokus. Menurut teori ini, keadilan dapat dicapai dengan memberikan
bagian yang proporsional kepada ahli waris berdasarkan peran dan kontribusi mereka, tanpa
membedakan antara laki-laki dan perempuan.

Keadilan dalam Islam adalah keadilan yang sejalan dengan firman Allah, berdasarkan prinsip-
prinsip kepatutan, tidak merugikan orang lain, memiliki kemampuan untuk menyelamatkan diri
sendiri, dan berasal dari iktikad baik. Oleh karena itu, keadilan Islam didasarkan pada prinsip-prinsip
moral-etika dan selalu berusaha untuk mencapai keadilan yang signifikan dengan memberikan
kebahagiaan lahir dan batin bagi setiap orang dan komunitas di dunia dan akhirat (Mahmutarom,
2009).

Secara ideal, kepastian hukum adalah refleksi dari prinsip bertindak sebanding. Keadilan dalam
Islam merupakan perpaduan yang sesuai antara hukum dan moralitas. Tujuan Islam bukan untuk
menghancurkan kebebasan seseorang, tetapi untuk mengontrol kebebasan tersebut untuk membantu
masyarakat yang terdiri dari individu itu sendiri berjalan dengan baik. Bukan sebaliknya, hukum
Islam berfungsi untuk mendamaikan individu dengan kepentingan umum. Individu memiliki hak
pribadi selama tidak mengganggu kepentingan umum (Anshori, 2005).

Keadilan berimbang adalah ketika hak dan kewajiban orang seimbang. Sebagai ahli waris,
setiap orang memiliki hak dan tanggung jawab yang setara. Sebagai contoh, pasal 176 KHI
menunjukkan bahwa anak laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam
harta warisan, sehingga keadilan distributif dan komutatif dengan prinsipnya masing-masing menilai
bahwa keadilan berimbang yang diterapkan masyarakat memungkinkan ahli waris perempuan
menerima bagian yang sama dengan ahli waris laki-laki.

Dalam hukum kewarisan Islam, struktur keadilan didasarkan pada asas ijbary (otomatis),
bilateral, dan keseimbangan. Keadilan tidak selalu berarti sama rata (komutatif) atau proporsional
berdasarkan beban nafkah. Keadilan Islam menurunkan derajat perempuan dari masa jahiliyah dengan
meletakkan keadilan pada tanggung jawab ekonomi daripada diskriminasi. Konstruksi hukum ini
dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan ilahiyah, di mana pembagian yang adil menghasilkan
keuntungan, dan perampasan hak ahli waris dianggap sebagai tindakan zhalim. Adapun konstruksi
keadilan kewarisan Islam Adalah:
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1. Asas Keadilan Komutatif & Distributif: Keadilan bukan berarti pembagian rata, melainkan adil
sesuai proporsi yang diatur agama (bagian anak laki-laki banding anak perempuan) karena
tanggung jawab laki-laki dalam menafkahi keluarga.

2. Pemberdayaan Perempuan: Islam menetapkan perempuan sebagai ahli waris sah, berbeda dengan
tradisi pra-Islam yang menghilangkan hak waris mereka.

3. Keadilan Proporsional (Reinterpretasi): Beberapa pandangan modern menawarkan konsep batas
minimal/maksimal yang lebih fleksibel, disesuaikan dengan perubahan peran sosial perempuan
yang kini juga menanggung beban nafkah.

4. Asas Ijbari & Individual: Harta peninggalan secara otomatis beralih kepada ahli waris, dan setiap
individu mendapatkan bagiannya secara terpisah (pasti).

5. Keadilan Berbasis Magashid Syariah: Reinterpretasi hukum waris sering kali menggunakan
pendekatan magqashid syariah (tujuan hukum) untuk memastikan keadilan tetap terwujud dalam
konteks sosial modern, menjembatani teks normatif dengan keadilan distributif

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pada uraian pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa dasar hukum waris
hukum islam Adalah Al-Qur'an (Sumber Utama): QS. An-Nisa' ayat 11: QS. An-Nisa' ayat 12: QS.
An-Nisa' ayat 176: QS. An-Nisa' ayat 7: Hadis Nabi Muhammad SAW: Ijtihad Ulama: Dasar Hukum
Positif di Indonesia: Kompilasi Hukum Islam (KHI): Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, Pasal 171-
214. Konsep Keadilan dalam hukum waris Islam menentukan laki-laki dan perempuan sama-sama
berhak tampil sebagai ahli waris, dengan forsi yang berbeda Berdasarkan nash yang qath'i, maka adil
yang dimaksudkan dalam hukum waris Islam adalah bagian laki-laki sama dengan bagian dua orang
perempuan (forsi 2: 1 antara laki-laki dan perempuan).
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